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PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Bentuk Segera Lembaga Pengawas

DENGAN terus berulangnya kasus
kejahatan siher, terntama pem-
habolan dan pembocoran data
pribadi akhir-akhir ini, semestinya
pemerintah bertndak lebih tegas
terhadap pihak-pihak yang tidak
mampu menjaga data pribadi ma
syarakat dengan haik. Pemerintah
diminta lebih serius menerapkan
hukum ran regulasi terkait dengan
perlindungan data pribadi,

Ketua I.EthIEEI Rizet Keamanan
SiherCommunication & Information
System Security Rezearch Centre
(Cissrec), Pratama Persada, mendo
rong pemerintah memaksimalkan
Undang Undang Pelindungan Data
Pribadi (17 PDP) yang telah disah-
kan tahun lalu, Ta mevakini beleid
itu sebetulnya cukup ampuh untuk
menangkal kejahatan siber, tapi saat
ini matih terkendala sehingga helum
efeledf dijalankan.

Pratama menyehut salah satu yang

menyehabkan penegakan UU POP
belum efektif ialah lembaga peng-
awas PDP yang herwenang membe
rikan hukuman pelanggaran data
pribadi belum dibenmuk, la berharap
pemerintah dapat segera memben-
tuk komisi PDP agar penerapan UU
PP dapat efeknf. “Jadi, yang periu
secepamya dilakukan ialah Presiden
segera membentuk knmisi PDP sesuai
dengan amanat Pasal 58 sampai Pasal
60 1T PP yang menjelaskan lembaga
pengawas PDP ind berada di bawah
presiden dan bertanggung jawab ke-
pada presiden,” tuny Pratama,

Sejalan dengan itu, Kementerian
Korunikasi dan Informatika menar
getkan peraturan pemerintah dan
peraturan presiden yang terkait
dengan perlindungan data pribadi
rampung di triwulan IV 2023, Tra juga
beriringan dengan pembentukan
lembaga pengawas PDI.

“Kami sedang menyiapkan PP

untuk FDP dan juga perpres untuk
pembentukan lemhaga pengawasan
PDP zesuai amanat TO 27,2022
tentang Pelindungan Data Pribadi.
Target kami selesal triwulan IV @hun
ini," ujar Dirjen Aplikasi Informatika
Kemenkominfo Semuel Abrtjand Fan
gerapan saat dilmbungi, kemarin.

Terkait dengan dorengan sejum-
lah pihak agar pemerintah mener-
hitkan peraturan darurat sebelum
U PDP herlaku efektif, Semuel eng-
gan menanggapl. Menurut dia, saat
ini upaya yang ditempuh pemerin-
tah falah mempercepat penyelesatan
PP dan perpres mengenai FDP.

[a menambahkan, amran menge
nai perlindungan data prihadi sedi-
anyatelah terruang dalam PP 71,2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elekironik, Selain i, ada
Permenkominfo 20:2016 tentang Per-
lindungan Data Pribadi dalam Sistem
Elektronik. (Rif/MinX-3)
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